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BAB 1. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Direktur CV. ARRAYAN GROUP

."I' UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 1SO=
—ll= KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER CERTIFIED
p—— N JI. Mataram No. 1 Mangli, JemberKodePos 68136 I— ~ 21007]
m:mg}f'x‘gﬁm‘[)“g;’ggl(l Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-malil : info@uinkhas.ac.id ISOZNB
JEMBER Website : www.uinkhas.ac.id CERTIFIED
Jember, 24 Oktober 2025
Nomor B.396/Un.22/PP.1/PL.01.00/10/2025
Sifat --
Lampiran 1 bendel
Perihal Undangan Pengadaan Langsung
Rehab Gedung Kuliah Terpadu UIN KHAS Jember 6
Kepada Yth. w

JI. Madura RT 001 RW 003 Desa Besuki, Kec. Besuki, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Ti
Email: cvarrayangroup@gmail.com

Dengan ini Perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti pr
Langsung paket Pekerjaan, sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

(%%daan

Nama paket pekerjaan : Rehab Gedung Kuliah Terpadu Jember
Lingkup pekerjaan : Melaksanakan Pemeliharaan Atap afon

Nilai total HPS : Rp.400.000.000(Empat Ratu:@ iah)

Sumber pendanaan : DIPA BLU UIN KHAS Jember Anggaran 2025

2. Pelaksanaan Pengadaan

Telepon/Fax
Website

:(0331) 487550

Tempat dan alamat : Ruang Satpel PB] UIN KH‘es@er

: www.uinkhas.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan p
pelaksanaan sebagai berikut:

eg%ﬁecara langsung sesuai dengan jadwal

No Kegiata Hari/Tanggal Waktu/ja:
a. Pemasukan dokumen an 24 Oktober 2025 s.d
9 27 Oktober 2025 09.00 s.d 15.00
b. Pembukaan danZEval Dokumen 27 Oktober 2025 s.d.
Penawaran 28 Oktober 2025 09.00 s.d 15.0C
C. Klarifikasi n Negosiasi Harga | 29 Oktober 2025 10.00 s.d 11.3C
d. Pengum Pényedia 30 Oktober 2025 13.00 s.d 14.0C
e. BAH 31 Oktober 2025 09.00 s.d 12.0C
f. SPPB 03 November 2025 09.00 s.d 10.0C
g. datanganan SPK 5 November 2025 09.00 s.d 10.0C
Apabil dara membutuhkan Kketerangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat

&ﬁmasukan Dokumen Penawaran.

ngi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut diatas sampai

dengan batas

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
UIN KHAS Jember

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Budi Prasojo,

S.Kom

NIP.198201032009011008

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pembuat Komitmen.


mailto:cvarrayangroup@gmail.com

BAB II. UMUM

A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan
Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan
aturan turunannya.

B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data
Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan
adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).

C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 6
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaa
pembongkaran, dan pembangunan kembali s
bangunan. %

- HPS :  Perkiraan harga barang/jasa yang ditetap olehWPPK
yang telah memperhitungkan biaya ti sung,
keuntungan dan Pajak Pertambahan Ni

-~ LDP :  Lembar Data Pemilihan Q

-~ PA : Pengguna Anggaran é

- KPA . Kuasa Pengguna Anggar @

~ UKPBJ : Unit Kerja Peng Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat adalah unit kerja di
Kementeriag/L 2a/Pemerintah Daerah yang
menjadi nggulan Pengadaan Barang/Jasa.

- PP : Peja adaan

- PPK : bat Pembuat Komitmen

~ Pejabat Yang ng selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan

Berwenang Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan

Menandatangi untuk mengikat perjanjian atau menandatangani
Kontrak \ Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA,

atau PPK.
- Pela : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
Usaha Orang : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah
Papua calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli

Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua

\V dan Provinsi Papua Barat.

- Penyedia : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak.

- APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- Surat Jaminan ¢ Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan

Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi



Daftar Kuantitas dan
Harga/Daftar
Keluaran dan Harga

Masa Pelaksanaan
Pekerjaan (Jangka
Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan)

Keselamatan
Konstruksi

SMKK
RKK

Anli Keselamatan
Konstruksi

Petugas Keselamatan
Konstruksi

Biaya Penerapan
SMKK
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untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan
kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran.

Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung
berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama
pekerjaan.

segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan
Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan
yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi
keselamatan dan keschatan tenaga kerja, keselam

publik dan lingkungan.
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi@

Rencana Keselamatan Konstruksi

nsi khusus di
merencanakan,
erapan SMKK yang
Kompetensi  Kerja

tenaga ahli yang mempunyai
idang Keselamatan Konstruksi
melaksanakan dan menga
dibuktikan  dengan i
Konstruksi.

orang yang me i kompetensi khusus di bidang

Keselamatan Ko si dalam melaksanakan dan

mengawasi p n SMKK yang dibuktikan dengan
e

Sertifikat K nsi Kerja Konstruksi..

biay ang diperlukan untuk menerapkan SMKK
dalanT§gtidp Pekerjaan Konstruksi.

3
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&
N

WV



-7-

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Paket Pekerjaan | 1.1  Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket
dan Identitas Pengadaan LangsungPekerjaan Konstruksi dengan kode
Pejabat Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum
Pengadaan dalam LDP.

1.2 Nama paketpekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Uraian singkat paket pekerjaansebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.4  Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP. 6

1.5 Pelaku Usahayang ditunjuk berkewajiban u w
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berd
ketentuan yang terdapat dalam kontrak denga u
sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontr,

1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Pera Daerah
sebagaimana tercantum dalamLDP.

1.7  Nama Pejabat Pengadaan sebagai rcantum dalam
LDP.

1.8  Alamat Pejabat Pengadaa %mana tercantum dalam
LDP.

1.9 Website Kemen Lembaga/Perangkat Daerah
sebagaimana ter: alam LDP.

1.10  Website SP imana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana Sumber pend agu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan
pekerjaan ksi ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagai cantum dalam LDP.

3. Pelanggaran 3 edia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
terhadap rkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan
Aturan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

Pengadaan a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam

3.2

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan
Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen
Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan
Langsung ini.

c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur harga penawaran,;

d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau

e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam
pemilihan Penyedia

Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana

dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi

sebagai berikut:

a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau
pembatalan penetapan calon Penyedia; dan

b. Sanksi Daftar Hitam.




4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

4.1

4.2

4.3

4.4

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentangankepentingansebagaimana  dimaksud pada

klausul 4.1 antara lain meliputi:

a. Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai
Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan

pada pelaksanaan pengadaan di
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
b. yang berwenang untuk menandatangani

kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun
tidak langsung mengendalikan atau menjalankan
badan usaha Penyedia.

Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahsebagai
pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/
tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentafigan
kepentingan, maka digugurkan sebagai peser

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi
Pelaku Usaha

Persyaratan kualifikasi administrasi d
tercantum dalam LDP meliputi:
a. Memenuhi  ketentuan  p
menjalankan kegiatan/usah
b. Memiliki status valid keteraaﬁn
hasil Konfirmasi Status Jajib Refjak;
¢. Memiliki akta pendii%e
perusahaan (apabi a

d. Secara hukum
pada Kontrak

D
2)

3)

4)

s sebagaimana

~undangan  untuk
ajib Pajak berdasarkan

rusahaan dan akta perubahan
ubahan);
ai kapasitas untuk mengikatkan diri
uktikan dengan:
Perusahaan dan/atau perubahannya;

Akta Penflir1
Surat abila dikuasakan;
3) Bulgi balywa yang diberikan kuasa merupakan pegawai

abila dikuasakan); dan
anda Penduduk;
tujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:

idak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme;
Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui
terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme
dalam proses pengadaan ini;
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja
terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka
1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

f. Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:

D
2)
3)
4)
5)

6)

yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;

keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan;

yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
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pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran
yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia
dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman
dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
€. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan
subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, bai
di lingkungan pemerintah maupun swasta term
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum

pengalaman.

h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (S dengan
perhitungan:
SKP = KP — P, dimana P adalah jumlah pekerjaan
konstruksi yang sedang dikerjakan.

i. Dalam hal pengadaan langsung nstruksi yang
dipergunakan untuk percepatan p an kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Provingi a Barat,diutamakan

untuk Pelaku Usaha Orang Asli

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

6. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung

&
%

Dokumen Pemilihan Penga%angsung terdiri dari:
Undangan Pengad a ng;

Instruksi Kepad ae%‘KP);

Lembar Data (LDP);

n harga atau daftar keluaran dan harga;
men Penawaran:

mo AN o

urat Penawaran,

umen Penawaran Teknis:

) Daftar Peralatan; dan

b) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan
Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:

(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;

(2) hanya  mensyaratkan 1  (satu)  sertifikat
kompetensi kerja untuk setiap personel yang
disyaratkan;

(3) dapat mensyaratkan Petugas K3.

3) Dokumen Penawaran Harga:
a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam
Dokumen Administrasi; dan
b) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan
Harga.
<. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN PENAWARAN

7. Dokumen
Penawarandan
Kualifikasi

7.1  Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data
Kualifikasisebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

7.2  Dokumen Penawaranterdiri dari Penawaran Administrasi,
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Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga.

7.3  DokumenPenawaran Administrasi terdiri atas:
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan:
1) tanggal,
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP;
3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam LDP;
4) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan
5) tanda tangan oleh:
a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus Kkoperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian beserta perubahan terakhir (apabila 6

kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan)
nama penerima kuasanya tercantum dala
pendirian beserta perubahan terakhir (apabilafigtia

perubahan).

ada perubahan).
b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinanperusahﬁw

7.4  DokumenPenawaranTeknis terdiri atas:
a. Daftar isian peralatan;dan

b. Daftar isian personel beserta d

atau referensi kerja.

7.5  DokumenPenawaran Harga :
a. Penawaran harga, terc alam Surat Penawaran,;
b. Daftar Kuantitas dan 2a (untuk kontrak Harga

Satuan) atau cluaran dan Harga (untuk
kontrak Lumsunty®

7.6  Biaya overhe.

a umum)dan keuntungan serta semua

pajak, be 1, dan pungutan lain yang sah sertayang
harus diPaya® oleh penyedia untuk pelaksanaan paket
Pekerjaa struksi ini diperhitungkan dalam total harga
pendyarartl.

7.7 \ hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi
Q gan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
imapuluh juta rupiah), komponen/Item pekerjaan
penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta
Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar

Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan

QQ besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

7.8 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi
% harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak

sebagaimana tercantum pada klausul7.3 huruf a butir 5).

WNY AMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian 8.1  Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan
Penawaran Data Kualifikasikepada Pejabat Pengadaan sebagaimana
tercantum dalam SPSE.

8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1
maka Pelaku Usahatelah menyampaikan dan menyetujui:
a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme;
2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
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X

b.

C.

d.

dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan
dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia
menerima sanksi  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PernyataanPelaku Usaha yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi
daftar hitam,;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha

lain;

4) keikutsertaan  yang  bersangkutan
menimbulkan pertentangan kepentingan;

5) yang bertindak untuk dan atas nama badan a
tidak sedang menjalani sanksi pida

6) pimpinan dan pengurus badap® uS@ha bukan
sebagai z pegawai
Kementerian/Lembaga/Per acrah atau
pimpinan dan penguru usaha sebagai

pegawai Kemen baga/Perangkat

Daerah yang seda, gambil cuti diluar
tanggungan Nega @

Pernyataan memili ampu, dan bersedia
menyampaikan Sertifi Kompetensi Kerja Personel
yang dipersy n dalam Dokumen Pemilihan
Pengadaan Lan pada saat klarifikasi/negosiasi.

men Keselamatan Konstruksi, yang

i ketentuan Keselamatan Konstruksi,
unakan tenaga kerja kompeten
rsertifikat;

enggunakan peralatan yang memenuhi standar

)
é kelaikan;
4) Menggunakan material yang memenuhi standar

3

mutu,

5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar
kelaikan;

6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur
(SOP); dan

7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya
penerapan SMKK.

tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitarw

P UKAAN PENAWARAN, EVALUASI,PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI

AN NEGOSIASI
9. Pembukaan 9.1 PenawaranPelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam
Penawaran Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam
SPSE.
9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran,

yang meliputi:

cacoe

Surat penawaran;

Surat kuasa (apabila dikuasakan);
Dokumen penawaran teknis;
Dokumen penawaran harga; dan
Data Kualifikasi.

5)
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10. Evaluasi,
Pembuktian
Kualifikasi,
Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga

10.1

10.2

0 akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;

Evaluasi Teknis;

Evaluasi Harga;

Pembuktian Kualifikasi; dan

Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.

cCa0coTe

EvaluasiAdministrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran  dinyatakan  memenuhi  persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul7.3
huruf a butir 5);

2) mencantumkan penawaran harga;

3) masa berlaku surat penawaran tidak kurang da
waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan Q

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
ditawarkan  tidak  melebihi jangka %u

sebagaimana tercantum dalam LDP.
b. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi ratan
n

administrasi, = Pejabat =~ Pengada yatakan
Pengadaan Langsung gagal.
c. Evaluasi Kualifikasi dengan kete

1) Evaluasi Kualifikasi dilakuk an sistem gugur
(pass and fail).

2) Evaluasi keleng Formulir [sian
Kualifikasisesuai d ersyaratan kualifikasi
pada klausul 5.

Seffifikat Badan Usaha (SBU) dan
di bidang Jasa Konstruksi
tentuan sebagai berikut:

rlaku  SBU tidak memperhatikan
registrasi tahunan.

berlaku SBU dan izin berusaha di bidang
Konstruksi yang telah berakhir sebelum

tas akhir pemasukan Penawaran tidak
é diterima dan Pelaku Usaha dinyatakan gugur.
\ C)

Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha
di bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas

harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di
bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada
saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.

d) Dalam hal izin berusaha di bidang Jasa
Konstruksiditerbitkan oleh lembaga Online
Single Submission (OSS), izin berusaha di bidang
Jasa Konstruksi badan usaha harus sudah
berlaku efektif pada saat rapat persiapan
penandatanganan kontrak.

4) Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara
peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki
laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru
berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun
terakhir.

5) Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai
dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada
perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada
saat pembuktian kualifikasi.

6) Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan
ketentuan:
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10.3

RY

ilanjutkan dengan evaluasi harga;
. JikaPelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis,

a) Rumusan SKP
SKP = KP-P
KP = Nilai Kemampuan Paket.
P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan
yang sedang dikerjakan;

¢) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak
mengisi  daftar pekerjaan yang sedang
dikerjakan = walaupun  sebenarnya  ada
pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka
apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP
Pelaku Usaha tidak memenuhi, maka
dinyatakan gugur.

7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi
yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan
kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat,diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli
Papua. W

8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyar

kualifikasi,  Pejabat = Pengadaan  menfaf@k

Pengadaan Langsung gagal.

EvaluasiTeknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap P saha yang
memenuhi persyaratan administr alifikasi;

b. Unsur-unsur yang dievaluasi sesuai dengan
yang disyaratkan,;

c. evaluasi teknis dilakukan gen enggunakan sistem
gugur (pass and fail),

d. Pejabat Pengadaan mentlg1 YCrsyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhigdtbagaimana terdapat pada
klausul 7.4.

e. Penawaran di n memenuhi persyaratan teknis
sebagaimana ntum dalam klausul 7.4dengan
ketentuan:

1) Peratafan®yang ditawarkan sesuai dengan yang
i n dalam LDP; dan

) onelyang ditawarkan sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam LDP.

ku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis

Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
<agal.

Evaluasi Harga:
Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:
a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi
aritmatik dengan ketentuan:

1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara
otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat
kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE,
maka koreksi aritmatik dilakukan secara
manual.

2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai
penawaran.

3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS
maka penawaran dinyatakan gugur.

4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
dalam penawaran harga disesuaikan dengan
volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan,
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d.

dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku
adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan
ketentuan harga satuan pekerjaan yang
ditawarkan tidak boleh diubah.

6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada
daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan
kosong.

7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
jenis  pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan dan harga satuan
pekerjaan dimaksud dianggap nol.

8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan
peringkat penawaran.

Total harga penawaran terkoreksi dibandingka

dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS ti

dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarif
teknis dan negosiasi harga.

Dalam hal terdapat harga satuan penawaran s

nilainya lebih besar dari 110% (se sepuluh

persen) dari harga satuan yang tegeaffum dalam

HPS, dilakukan klarifikasi dengan %ﬂ :

1) apabila  harga  satua ut  dapat
dipertanggungjawabka dengan harga
pasar maka harga s sebut dinyatakan
tidak timpang;

2) apabila harga s atakan timpang maka
harga tersebut berlaku untuk volume
sesuai dengan Daffar Kuantitas dan Harga. Jika

terjadi p ahan volume terhadap pekerjaan
yang  ha atuannya dinyatakan timpang
maka ayaran terhadap volume tambahan

u tidak ditulis maka dilakukan klarifikasidan

ter didasarkan harga satuan hasil negosiasi
t disepakati.
% erdapat mata pembayaran yang harganya
n

eglatan  tersebut harus tetap dilaksanakan.
arganya dianggap termasuk dalam total harga

Ogembuktian Kualifikasi:

a.

b.

kontrak.

Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta
memenuhi persyaratan kualifikasi.

Pejabat  Pengadaan  menyampaikan  undangan
pembuktian  kualifikasi dengan mencantumkan
pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian
kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi
dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan

Langsung.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring
dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto
dokumen asli yang diperlukan secara elektronik
kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.

2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari
kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan
melalui media video call dan didokumentasikan
dalam format video dan/atau foto.

Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan
secara  luring/tatap ~ muka, apabila  tidak
memungkinkan dilaksanakan secara daring.

Dalam undangan pembukiian kualifikasi sudah
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menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh
peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (offline)
dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan
untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen
yang akan dibuktikan.

Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian
kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka
Pejabat Pengadaandapat memperpanjang waktu
pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari
kerja.

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atau no
telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat
mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta,
maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktiaw

kualifikasi adalah:

1) Direksi yang namanya ada dalam %
pendirian/perubahan atau pihak ya S
menurut akta pendirian/perubahan;

2) Penerima kuasa dari direksi yang n nerima
kuasanya tercantum a akta
pendirian/perubahan;

3) Pihak lain yang bukan dire menghadiri
pembuktian kualifikasi s rstatus sebagai
tenaga kerja tetap da roleh kuasa dari
Direksi yang na ada dalam akta
pendirian/peruba pihak yang sah
menurut akta pen perusahaan;

4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pu ng dibuktikan dengan dokumen

5) pejabat menurut Perjanjian Kerja Sama
i (KSO) berhak mewakili KSO.

kualifikasi dilakukan dengan
asi kesesuaian data pada informasi
elektonik isian kualifikasi pada SPSE atau

Pem

For

silitas lain yang disediakan dengan dokumen asli,
an dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat

ang berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang
disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian
kualifikasi dapat dilakukan dengan
klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti
keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi
dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita
Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang
telah diselesaikan sebelumnya.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian
kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan
sesuai dengan 19.7namun tetap tidak dapat
menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta
dinyatakan gugur.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan
pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan
sanksi Daftar Hitam.

10.6  Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:

a.
b.

C.

Pejabat Pengadaan melakukan Kklarifikasi teknis dan
negosiasi harga.

Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilaiHPS dan
rincian HPS.

Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha
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membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak
mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan
menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

11.Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung

11.1

11.2

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat
hal-hal sebagai berikut:

tanggal dibuatnya Berita Acara

namadan alamat Pelaku Usaha;

total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi,
dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku
Usaha;

unsur-unsur yang dievaluasi; dan

keterangan-keterangan lain yang dianggap perlwﬁ

ao o e

=0

(apabila ada).

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

12.Penerbitan
SPPBJ

12.1

12.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan Berit % Hasil
PengadaanlLangsung kepada Pejabat atangan
Kontrak sebagai dasar untuk ifKan Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa S%

Pelaku Usaha yang ditunjuk
tersebut, dengan ketentuan:

a. apabila yang bersangk
alasan yang dapat di’teriKE'l

nerima keputusan

gundurkan diri dengan
cara obyektif oleh Pejabat

Penandatangan rak masa penawarannya masih
berlaku, maka Usaha yang bersangkutan tidak
dikenakan saiflgi apepun;

b. apabila y. gkutan mengundurkan diri dengan
alasan idak dapat diterima secara obyektif oleh
Pejab adaan dan masa penawarannya masih
ber Mmmaka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar

itam;atau

ila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk

elaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan

: rena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka

3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

sanksi apapun.

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ
dan mengunggah hasil pemindaian SPPB] yang telah
diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut
melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk.

SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPB] dapat ditunda
diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas
yang berwenang.

SPPBJ ditembuskan kepada APIP.

SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkannya SPPB]J.

Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK
dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang
telah ditandatangani pada SPSE.
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12.9

Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri,
maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal.

13.Jaminan
Pelaksanaan

13.1

13.2

13.3

13.4

a Keuangan (OJK).
asa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal

13.5

Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum
penandatanganan SPK  untuk pengadaan Pekerjaan
Konstruksi di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah).

Nilai Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran
terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) nilai HPS adalah sebesar
5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau

b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau
penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh
persen) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dag
nilai HPS. w

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Pe
setelah:

a. penyerahan seluruh pekerjaan;

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebe % (lima
persen) dari harga Kontrak; dan/atau

c. pembayaran termin terakhir/bulan ir/ sekaligus
telah dikurangi uang retensi sebe
dari harga Kontrak (apabila dip

Jaminan Pelaksanaan diserahka

Penandatangan Kontrak, me tentuan sebagai
berikut:
a. dapat diterbitkan oleh: 5

1) Bank Umum;

2) Perusahaan P inan;
3) Perusahaan As i; atau
4) Lembaga yang menjalankan usaha di bidang

penjaminan, dan asuransi  untuk
ekspor Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang

jaminan pelaksanaan telah
pkan/mendapatkan rekomendasi dari Oftoritas

penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima
pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO);

d. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum
dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari
yang disyaratkan;

f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam
angka dan huruf

2. Nama Pejabat Penandatangan Kontrak yang menerima
Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat
Penandatangan Kontrak yang menandatangani kontrak;

h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat
Penandatangan Kontrak diterima oleh penerbit
Jaminan; dan

j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak
penjamin

Pejabat Penandatangan Kontrak mengkonfirmasi dan

mengklarifikasi  secara  tertulis  substansi  dan
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13.6

13.7

keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit
jaminan apabila ada hal yang meragukan.

Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan
Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan
penolakan untuk menandatangani Kontrak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan
Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum SPK

14.Penandatangan
~anSPK

14.1

14.2

14.3

Pejabat Penandatangan Kontrakdan penyedia wajib
memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa,
redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf
pada setiap lembar SPK.

Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas
nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada
klausul 7.3 huruf a butir 5).

Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitka
SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jami
Pelaksanaan

Q.
&
N
«3\&
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BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL NOMOR KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan 1.1 Kode RUP: 61399288
1.2 Nama paket pekerjaan: Rehab Gedung Kuliah Terpadu UIN
KHAS Jember
1.3 Uraian singkat paket pekerjaan:
a. Fasilitas SMK3
b. Pekerjaan Arsitektur
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Atap
3. Pekerjaan Platond
4. Pekerjaan pengecatan
c. Pekerjaan Flektrikal
1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
Harga Satuan
B. Identitas Pejabal 1.6 Nama Kementerian q
Pengadaan KEMENTERIAN AGAMA
1.7 Nama Pejabat Pengadaan: Budi , S.Kom.
1.8 Alamat Pejabat Penga : n Mataram no 01
Mangli Kaliwates Jemh{e
1.9 Website Kementerian
https:// ufnkh%/
1.10 Website Sw
hitps: s, aproc.id/kemenag
C. Sumber 2 1. an ini dibiayai dari sumber pendanaan:
Pendanaan LU UIN KHAS Jember Anggaran 2025
.2132.CBJ.005.052.TF.537113
Fagu Anggaran: Rp.400.000.000
: . Harga Perkiraan Sendiri (HFS): Rp.400.000.000
D. Persyaratan 5 Persyaratan Kualifikasi:

Kualifikasi P

Usaha

¥

X

1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang
masih berlaku dengan persyaratan:

a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan

b. Klasifikasi: Konstruksi

c. Subklasifikasi : konstruksi Gedung Lainnya
41019

3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai
dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk
pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku
usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun

6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);

7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan
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Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk
Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

E. Masa Berlaku 7.3.a.2) | Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari
Penawaran 10.2.a.3) | kalender
F. Jangka Waktu 7.2.a.3) | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 55 (Lima Puluh
Pelaksanaan 10.2.a.4) | Lima) hari kalender
Pekerjaan
G. Persyaratan 10.3.e.1) | Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk
Teknis pelaksanaan pekerjaan, yaitu:
No Jenis Kapasitas Jumlah
1 | Insulating | 250/500/2000 1 Bh
tester va
(Megger)
2 | Multimeter A/V/P 2B
3 | Scafolding | Panjang 1,8 m
4 | Hand bor 300 W
5 | Genset 5 KVA
6 | Mesin las 200 A
listrik/
inventer

Status Kepemilikan :

(1) Milik  sendiri, ukan fterhadap  bukti
kepemilikan_ pergltan (contoh STNK, BPKB,
1nvois);

(2) Sewa kan ferhadap bukti pembayaran
Sew; (confoh invoice uang muka,

2
(3) illakukan ferhadap kebenaran suraf
1j1an sewa.
10.3.e.2 emiliki kemampuan menyediakan personel untuk

aksanaan pekerjaan, yaitu:

No Jabatan Pengalaman Sertifikat Kompetensi
Kerja
1 Pelaksana 2 Tahun SKT (SI 012005)/
Bangunan (Bangunan Pelaksana Bangunan
Gedung Gedung) Gedung Jenjang 5
2 Petugas K3 3 Tahun SKK K3 Konstruksi
(Bangunan Jenjang 3
Gedung)
Keferangan:
Sertitikat  Kompetensi  Kerja  dibuktikan  saat

klaritikasi/negosiasi
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BAB V. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

A. Uraian Spesifikasi Teknis
Uraian spesifikasi teknis disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK
sesuai jenis pekerjaan yang akan ditenderkan, dengan ketentuan :

1.

S1 kRN

6
7
8.
9
1

11

Dapat menyebutkan merk dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi
dalam negerti;

Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional (SNI);

Metode pelaksanaan harus logis, realistis dan dapat dilaksanakan;

Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk; 6

Mencantumkan kriteria kinerja produk (oufput performance) yang diinginkan; w
Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran. Q

0. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

a. bahan bangunan konstruksi telah diidentifikasi oleh PPK.
b. Setiap jenis bahan bangunan konstruksi yang tergolong sebagai @rbahaya
dan beracun (B3), seperti cat, fhinner, gas acetylene, BBM, BBG eledak, dll,
enyimpanan,

penggunaan, pengendalian risiko dan cara pembuangan
prosedur dan/atau peraturan perundangan yang berla

harus diberi penjelasan bahayanya, cara pengang
i ya sesuai dengan

c. Informasi tentang penanganan B3 dapat diperoleh gar bar Data Keselamatan
Bahan (Material Satety Data Sheef) yang diterbit pabrik pembuatnya, atau
dari sumber- sumber yang berkompeten dan/ atau enang.

an:
1oleh PPK .
pastikan telah diberi sistem perlindungan

b. Alat dan perkakas yang digunakan hafus
atau kelengkapan pengaman ncegah paparan (expose) bahaya secara
pe£;

. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan
a. setiap jenis alat dan perkakas telah diid

langsung terhadap tubuh pekety
c. Informasi tentang jenis, c unaan/pemeliharaan/pengamanannya alat dan
perkakas dapat diperole anual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari

pedoman/peraturan g ng kompeten.
12. Spesifikasi Proses/ iab.

a. kesesuaian @kasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan sudah ditetapkan oleh

PPK;
b. Setia §/ kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem
pe an terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu
erifigatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang
ai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
\ etiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang
berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis

d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu

§\V keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;

dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan
Konstruksi;

e. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja
dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk
melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan
prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya
tersebut.
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13. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/Metode Kerja

a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/ Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap
setiap metode konstruksi/ metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis
untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;

b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan
menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai
dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator
yang terlatih;

c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan
menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu,
perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis,
guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja%
alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan keyj

d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus di si
keselamatan pekerjaan/jJob Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaks a
dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat,%kas,
material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator tela '
dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehat,
konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapa
dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistcyffalis
dipahami oleh pekerja/operator; @

e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yan
tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja ya mnya sudah mencakup
analisis keselamatan pekerjaan/ Job Safety Analy: . Misalnya untuk pekerjaan
di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah,fantai kerja (platform), papan

injal dan

nyai potensi bahaya

tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, s t pelindung diri (APD) yang sesuai
antara lain helm dan sabuk keselamata aggeckerja terlindung dari bahaya jatuh.
Untuk pekerjaan saluran galian tan pasir yang mudah longsor dengan
kedalaman 1,5 meter atau lebih harus menggunakan turap dan tangga
akses bagi pekerja untuk naik/tilru

f. Setiap metode kerja harus analisis dan perhitungan yang diperlukan
berdasarkan data teknis ¢ dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar
yang berlaku, atau m. yelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun
pendapat ahli terka@ dependen.

14. Spesifikasi Jabata ja Konstruksi

a. Setiap kegi kerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-

gamba, ksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode

pel n/ konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai
kernsi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal,
lektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan
%yang terkait;

tiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan
untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan
\ pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman
profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko
yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi
tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima

sesuai dengan standar teknik dan standar Keselamatan Konstruksi yang berlaku;

c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan,
pengangkutan,  pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan,
pembuangan, pembongkaran dsb, harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga
terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual,
pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh
tenaga ahli yang terkait;
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d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan
Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job satety
analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi
bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap
kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar
Gambar-~gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh PPK secara terinci,
lengkap dan jelas, antara lain :

Peta Lokasi

Lay out

Potongan memanjang

Potongan melintang

Detail-~detail konstruksi

QL RN
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BAB VI. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA/DAFTAR KELUARAN DAN HARGA

Keterangan

Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi
Kepada Pelaku Usaha (IKP), SPK,SpesifikasiTeknisdan Gambar.

Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas/keluaran
pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana telah diukur dan
disahkan oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan

Material On-Site(bagian pekerjaan dilapangan). 6

Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga t w
mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-~ bahan, per
asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan

risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
gl

Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terle 1 apakah
i untuk
t dianggap

kuantitas/ keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penye
mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaa
telah termasuk dalam total harga kontrak.

an Kontrak harus

Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenu
dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayara nYika mata pembayaran
terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus telahs k dalam harga mata

pembayaran yang terkait.
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Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

Untuk kontrak HargaSatuan:

(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitula,

CONTOH
No. Uraian Pekerjaan Satuan | g angras | Harga | Total
Ukuran Satuan | Harga

Total Daftar1

Untuk kontrak Lumsum:

&

Urai Persentase./ Satuan
raian 194 Total
No. | Keluaran/output Ukuran Joutput | Harga
Keluaran/outpuf
Total Daftar1
indahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)
Keterangan:
1. Mat aran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang
be um.

arga adalah semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar

l ambahanNilai).

WV

ntitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
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Daftar 2: Mata Pembayaran PekerjaanUtama:

CONTOH
Untuk kontrak HargaSatuan:
No. Uraian Pekerjaan Satuan | panfigs | Harga | Tolal
Ukuran Satuan | Harga
Total Daftar2

Untuk kontrakLumsum:

(pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulaQ

indahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)

Uraian Fersentase/ 194 Total
No. SatuanUkuran S
- | Keluaran/output Keluaran/output /] Voutput Harga
Total Daftar2

-

m
anlain.

Keterangan
1. Pad aftar 2 cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang

i pokok dari paket Pekerjaan Konstruksi ini di antara bagian-bagian

al Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar

Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak

\ ertambahanNilai).
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Daftar 3: MataPembayaran

Untuk kontrak HargaSatuan: CONTOH
No. Uraian Pekerjaan Satuan | Kuantitas | Harga Total
Ukuran Satuan | Harga
Total D
(pindahkan nilai total ke DaftarRekapi

Untuk kontrakLumsum:

No. Uraian Persentase./ Satuan Satuan Harga Total
Keluaran/output Ukur. Keluaran/output | Harga
Keluaran f

Total Daftar3

:Fo (pindahkan nilai total ke DaftarRekapitulasi)
K@an :

s. Patta judul Daftar 3 cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain

ang sudah diuraikan dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama jika
terdapat lebih dari satu jenispekerjaan.

\2. Total Harga adalah Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar
Kuantitas/Keluaran dan Harga merupakan harga sebelum PPN (Pajak
PertambahanNilai).
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DAFTAR REKAPITULASI

CONTOH

Untuk Kontrak Harga Satuan:

Mata Pembayaran Harga
Pekerjaan Harga Satuan

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum

Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama
Daftar No. 3: Mata Pembayaran ...................
—dll.—

TOTAL NILAI
PPN 10%
Total termasuk PPN 10%

paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluh juta ,
komponen/Ifem pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kes erja
serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuanti arga/
Datftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai deng, uhan.

Catatan: Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan n@é‘

Untuk Kontrak Lumsum:

Mata Pembayaran Harga
Pekerjaan Lumsum

Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaa
Daftar No. 3: Mata Pembayaran ..........:
—dll.—

TOTAL NILA
PPN 10%

langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS
paling  sedikit di Rp50.000.000,00  (limapuluh juta rupiah),
komponen/Item peke penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja
serta Keselama struksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/
Dafttar Kelua arga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

&
%

Catatan: Dalam hal pe.
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BAB VII. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A.  BENTUK SURAT PENAWARAN

CONTOH
[Kop Surat]
Nomor : [tempat], ___[tanggall [bulan] _[tahun]
Lampiran
Kepada Yth.: 6
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah/ Q

di (v
Perihal : Penawaran Pengadaan [diisi nama pe](erja%q

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomo
tanggal , dengan ini kami mengajukan pena tuk pengadaan
[diisi ~ nama  pekerjaan]/  seb

( ).
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan d%r syaratan yang tercantum

dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanagén pakfrjaan tersebut .

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersgbu gan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari r.

Penawaran ini berlaku selama ) hari kalender sejak tanggal
surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lgnnya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap

dokumen asli. \
Dengan disampaikan@at Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan

akan tunduk pada semua dgtentttin yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,

Q\ [PT/CV/Firma/Koperasi]
\\E Nama Lengkap




B.

-30-

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. Daftar isian peralatan

No Jenis Merk dan Tipe Lokasi Kapasitas Jumlah Ke;;iggilsmn
1 _ _ _ _ _ _
2 _ _ _ _ _ _

dst _ _ _ — — —

2. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja

Nama

Pengalaman (tahun)

No

1

2
dst

&
&
N4
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C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan)

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan ifem pekerjaan yang tercantum dalam

spesifikasi.

No | Uraian Pekerjaan Satuan

Volume

Jumlah Harga

Jumlah (Sebelum PPN)

PPN (10%)

Jumlah total setelah PPN

Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum)

Daftar Keluaran dan Harga diisi sesuai dengan

tercantum dalam spesifikasi.

No Uraian FPersentase
Keluaran/Output | /Satuan

o

Total Harga

Jumlah (Sebelum PPN)

PPN (10%)

Jumlah total setelah PPN

o
0
Dy

/S@ran/ outputyang
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BAB VIII. FORMULIR ISTAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PELAKU USAHA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama badan usaha/

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris/
Bertindak untuk : [diisi nama badan usahal

dan atas nama

Alamat : - wﬁ

Telepon/Fax : Q

Email : w

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 6
si

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaa berdasarkan
lakta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, an secara jelas

nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kKu
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/P. iggah Daerah/bagi pegawai
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sedan diluar tanggungan Negara

ditulis sebagai berikut: “Saya merupakan pegawgad Ke terian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Neg@

3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terli @ntangan kepentingan dengan para pihak

yang terkait, langsung maupun tidalgl ¢ dalam proses pengadaan ini;

pengawasan pengadilan, tid\ tau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha y@y wakili adalah sebagai berikut:

O
&
N

WV

Q

5. badan usahayang saya Wakilitid%sed ¢ dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam
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A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status : Pusat I:I Cabang

Alamat Kantor Pusat

3 No. Telepon
No. Fax
E-Mail
Alamat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar
a. Nomor

b. Tanggal : 0
c. Nama Notaris :
d. Nomor Pengesahan :

Kementerian Hukum dan @

HAM (untuk yang 5

berbentuk PT)
2. Akta/Anggaran Dasar 6
Perubahan Terakhir
a. Nomor :

b. Tanggal
c. Nama Notaris

C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama . Identitas Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha a

. Surat Izi ha‘Jasa Konstruksi :a. Nomor......cooe......

sa b8glaku izin usaha L e
i penerbit .

ertifikat Badan Usaha : a. Nomor ............
Masa berlaku D s

Instansi penerbit D e
Kualifikasi
Klasifikasi
Subklasifikasi

Sk

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)
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No. Nama No. Identitas Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

G. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir
(untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru
berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

: Tanggal Seles
Pemberi Tugas / :
Ringkasan PPK /PP% Kontrak Peker;j
Nama Paket . . B
No. . Lingkup Lokasi
Pekerjaan Pekori
ckerjaan Alamat/ No / o
Nama Nilai Kontrak
Telepon Tanggal
1 2 3 4 5 6 7 3 10

H. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung

Pemberi Tugas /

- PPK/PPK Kont Total Progres
Nama Klasifikasi/Sub
No. Paket Klasifikasi Lokasi
Pekerjaan Pekerjaan Nama Alamat/ N Nilai No/ Total Nilai
Telepon | Ta Tanggal
1 2 3 4 5 6 8 9 10

Demikian Formulir Isian Kualifi i saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa

tanggung jawab. Jika dikemudi itemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan

tidak benar dan/atau ada pega maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan

sanksi berupa sanksi administfatify sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara

perdata, dan/atau pelaecara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
lan@an.

peraturan perundang
[fem Eznggdlj [bulan] 20__ [fahun]

PT/CV/Firtha
'ih yang sesuai dan canfumkan namal

&M meterai Rp10.000,-~
anda tangan/

nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan pada badan usaha/
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BAB IX. RANCANGAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

CONTOH 1 - KONTRAK HARGA SATUAN

[kop surat satuan kerja Pejabat Penandatangan Konftrak |

SATUAN KERJA :

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nama D e [nama  PA/KPA/Pejab,
Penandatangan Kontrak/

NIP Do [NIP/
Jabatan D e [sesuai SK Pengang@n /

Berkedudukan : ......... [alamat Satuan Ke
di
yang bertindak untuk dan atas na Cole weennennn
PEN mg%g%]ségmm c.q. Satuan Kerja ....... berdas at Keputusan
....... Nomor ....... tanggal ) tang ....... [SK
pengangkatan  PA/KPA/P. PENANDATANGAN
KONTRAK | [jika di @ ani oleh PEJABAT
PENANDATANGAN KON: itambahkan surat fugas
dari  PA/KPA]  selanjufhya  disebut  “Pejabat
Penandatangan Ko ”, dengan:
Nama o [nama wakil Penyedial
Jaba Do [sesuai akta notaris/
Berked@dukan di  : ....... [alamat Penyedial
Notaris : ...... .[sesuai akta notaris/
mor
NAMA PENYEDIA ggal Do [tanggal penerbitan aktal
Notaris : ....../nama notaris penerbit

0 aktal
\ yang bertindak untuk dan atas nama .............. [nama

badan usahal selanjutnya disebut “Penyedia”.

Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak
Nama D [diisi nama yang ditunjuk
SAH PEJABAT menjadi Wakil — Sah Pejabat

W.
RAK Penandatangan Kontrak /
Q}W! ATANGAN KONT Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
Penandatangan Kontrak ...... nomor
..... tangeal ....... [diisi nomor dan

tanggal SK pengangkatan Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak /

PAKET PENGADAAN: NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll PENGADAAN LANGSUNG:
[dIISI nama pdkef/ NOH'[OI‘ R

TanZal @ c.oovveeieieeeeee e

) Disesuaikan dengan nama K/L/FD
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NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL
PENGADAAN LANGSUNG :
NOMOTI @ i
Tanggal @ oo
SUMBER DANA: .......cccooevierenen. [sebagai confoh, canfumkan dibebankan atas DIPA/DPA
............ Tahun Anggaran ....... untuk mata anggaran kegiatan .................uueun...]
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN......... (ORI ) hari kalender dihitung sejak Tanggal

Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama
Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: ... GO ) hari kalender dihitung sejak
Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Harga Satuan

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antar
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka y
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hij
sebagai berikut: %

a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); Q
b. Surat Perintah Kerja, @
c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmati
d. Surat Penawaran;
e. Syarat-Syarat Umum SPK; é
f.  spesifikasi teknis;
2. gambar-gambar; dan
h. dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan % ia Barang/Jasa, Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, erifa Acara Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak.
HARGA KONTRAK ?
Harga Kontraktermasuk Pajak Pertambaha PN) adalah sebesar Rp.......cccceeeneee.
(oo rupiah) yang diperpléh b&gdasarkan total harga penawaran terkoreksi
aritmatik sebagaimana tercantum dalam Kuantitas dan Harga Penawaran.(Melalui

koreksi aritmatik)
LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan ter

s N

3.Dst.
[Catatan: diisi de thzm yang diambil dari RKA~KL/RKA-D, isian diampil dari output
atau sub-outp

SISTEM PEM
Pembayarah unttik kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama
Penyedidg Svmgs.......
prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : ... [diisi dengan memilih
/Sekaligus/

tuk pembayaran dilakukan secara bulanan, dibayar berdasarkan perhitungan progress
ekerjaan yang dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan dan disetujui oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak |

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

Dst
[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran]

NEAS S
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BESARAN UANG MUKA

[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling sedikit sebesar 50%dari Harga
Pekerjaan/

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __% ( perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang mukal

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :
[Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi:

1. Alat Pelindung Diri (APD);

2. Alat Pelindung Kerja (APK);

3. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;

4. ...

5. (diisi tasilitas milik Pejabat Penandatangan Konfrak yang akan diberikan I(epa%
Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))] Q

[Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi: Q :

1. ;

2. e

(diis1 fasilitas milik Pejabat Penandatangan Konfrak yang akan dibe pada Penyedia

untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada)))

Untuk dan atas nama ................... Untuk ama Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak | LY

[tanda %} dan cap (jika salinan asli ini

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli oyek/satuan ketja Pejabat
ini untuk Penyedia maka rekatkan Fe %ﬁn Kontrak maka rekatkanmeterai
mefterai Rp10.000,~ )] % Rp10.000,~)]
[nama lengkap/ [nama lengkap/
[jabatan] [jabatan]
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SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga
yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadia

atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk
mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan d%
pengadaan ini;

b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau Q

¢c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen d a

keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pela
d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk se ta KSO

(apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) nah dan tidak

akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di ;
e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandata} trak terbukti

melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakart§ganksi-sanksi administratif
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai %& peraturan-perundangan;

f. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat korupsi, kolusi, dan/atau
nepotismedan penipuan dikenakan sanksi arkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

4. HARGA KONTRAK

a. Harga Kontrak telah hitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi
(apabila dipersyaratkan verhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya
penerapan SMKK;

b. Rincian harga Kon suai dengan rincian yang tercantum dalam daftar
kuantitasdan ha,

5. UANG MUKA Q
a. Uangm bayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi,

persi teknis lain;

Ufituk ha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit50% (lima puluh

tus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;

m hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan

ngambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

\ disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan

sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang
diterima.

e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO);

f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatangananan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus

peml?qZ uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk
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lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai
ketentuan SPK;

c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak ;

d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam SPK;

e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-
bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian da
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diper
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kon ;

g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalagm rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat %upun

masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pem n bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi'%

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah i h Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuaj kewenangan
Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekaxi am SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KON
a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi meriksa pekerjaan yang

dilaksanakan oleh Penyedia;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak men laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaks oleh Penyedia;
c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak 1ma hasil pekerjaan sesuai dengan

jadwal penyerahan pekerjaan dan ketermamyang telah ditetapkan dalam SPK;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak bgrike#vajban membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam SP lah ditetapkan kepada Penyedia;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajiban memberikan fasilitas berupa sarana

dan prasarana yang dib\@ leh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
sdan
b

pekerjaan sesuai ketentu
f. Pejabat Penandatanga &

8.  WAKIL SAH PEJABAT PENANIATANGAN KONTRAK
a. Setiap tindaka ‘% ¢ disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
G

erkewajiban menilai kinerja Penyedia.

dokumen ya% dratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak

ini oleh atfW¥Wenandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh

Wakil jabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

b. Keran Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam Surat

Kegputu dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan kepada
ia.

9. Ehj KAN
V@dia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
ng sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua

pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.
b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai
dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan
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kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;

b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK
sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;

¢. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai
dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak;

e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak;

f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan
pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);

. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, mak.
harus dituangkan dalam adendum SPK;

h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;

Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal %

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadiig tersgigtit
e

—

ontrak
engan

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandata
dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas pe
adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berke untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, d sanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewakt @ ersiapan Pelaksanaan
Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling la ama Masa Pelaksanaan
yang dinyatakan dalam SPK;

b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat %Iesaikan pekerjaan sesuai Masa

Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian t kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak , dengan disertai bukti-bukti apat disetujui Pejabat Penandatangan
Kontrak , maka Pejabat Penandat

ntrak dapat memberlakukan Peristiwa
Kompensasi dan melakukan p. an kembali pelaksanaan tugas Penyedia
dengan membuat adendum SPK;

c. Jika pekerjaan tidak selesaj sc§uai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompen karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka

Penyedia dikenakan %
13. KETERLAMBATAN S N PEKERJAAN

P A
a. Apabila Penyelambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat

Penandatan gfitrak  harus memberikan peringatan secara tertulis atau
efpuan tentang kontrak kritis;
atakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar
ericana;
n kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause
ing/SCM) sebagai berikut:
ada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan
peringatan  secara  tertulis kepada  Penyedia dan  selanjutnya
V menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap 1.

2)  Dalam SCM Tahap 1, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan
dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.

3)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.

4)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus
diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji
coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
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5)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

6)  Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak
berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan
pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:
a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender.
2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedi
masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
(a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan de
jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
(b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akag san,
menyelesaikan pekerjaannya.

b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud padg an@ka 1 dan
angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didal@ engatur
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan ingan masa
berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menye ckerjaan dapat
melampaui tahun anggaran.

d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan n dengan pemutusan
kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam h a lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerja
2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan ti apat ditunda; atau
3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelcsaikfin pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia gwaj enyediakan perlindungan bagi tenaga
kerja konstruksi nya, minimal b S Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tena%@ kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam harga KOtrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RI \(
a. Penyedia berkewaji uk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
da

batas Pejabat Pe an Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tan jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hu ses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat angan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mend ntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
PenaQng n Kontrak ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal
betikut Wsrhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan
ir Pekerjaan :

\ kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga

kerja konstruksi;

\ )  cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;

3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau
kematian pihak ketiga;

b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak
2

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam pasal ini;

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu
dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia.
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17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU
a.

Pejabat Penandatangan Kontrak  berwenang melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas
setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu,
serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama
Masa Kontrak;

Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan,;

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentuka
maka Pejabat Penandatangan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Penga
Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang dit
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. P
segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak sec
berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Pe
Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong p, ran atas
tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retens
Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat P
yang telah jatuh tempo;

Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda atan untuk setiap
keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengena Daftar Hitam kepada
Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat m

Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling bat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh dia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a.

volume pekerjaan atau kegiatan y; dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan p ituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan;
Untuk kepentingan pengend
aktivitas kegiatan pekerj

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selaa aksanaan kontrak untuk menetapkan

ian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
asi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan kema sil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan dan catat@t n lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
Laporan kemajuan ha ekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan
sesuai dengan han;

Untuk me kegiatan  pelaksanaan pekerjaan  konstruksi, Pejabat
Penanda ntrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video
pelaks ekerJ aan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;

Lapo ajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, dlperlksa oleh Pengawas

P GI‘J dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
atangan Kontrak .

TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK,
Penyedia mengajukan permmtaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan
Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;

Pejabat Penandatangan Kontrak memermtahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan,
Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki
dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
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menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;

f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari
Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar
5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua
kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kont
yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;

f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebag
mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kon
dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang,

Q. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekgfja ejabat
Penandatangan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/%

21. PERUBAHAN SPK Q
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetuj para pihak, yang
diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

1) perubahan pekerjaan;
2) perubahan Harga Kontrak;
3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaa atau Masa Pelaksanaan;
4) perubahan SPK yang disebabkan masalah istrasi.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Penandatangan Kontrak  dapat
meminta pertimbangan dari Pengaw% aan.
22. PERUBAHAN PEKERJAAN

ara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
ikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
bersama Penyedia dapat melakukan perubahan

a. Dalam hal terdapat perbedaan
dengan gambar dan/atau i
Pejabat Penandatangan

pekerjaan, yang melipuic
1) menambah atau@: angi volume yang tercantum dalam Kontrak;
2) menambah dan/a engurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
3) menguba ~1% ikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
al pelaksanaan pekerjaan.

4) mengub
b. Dalam hQa erjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada

huruf s namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak
, Peern ndatangan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjadlp yang meliputi:
nambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

\ erintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal,

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum SPK;

e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal
dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA
a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi;
b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat
perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka
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pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang
disesuaikan dengan negosiasi,

c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus
menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak .
Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi,

d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;
2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
3) Peristiwa Kompensasi.

b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1) perubahan pekerjaan;
2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
3) Keadaan Kahar.

c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan
terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan
menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Mas sanaan
atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulisgha 1ajukan
oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yan ajar setelah
Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk me i peringatan
dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja s k mencegah
keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambata ini tidak dapat
dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksan,

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan perti
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan

f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan da,
Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK

Q. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga pe
Masa Pelaksanaan maka Penyedia berh uk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan berdasarkan data penthg Pejabat Penandatangan Kontrak

berdasarkan pertimbangan Penga jaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara tertulis. Perpanjangan M& sanaan harus dilakukan melalui adendum

Pengawas Pekerjaan
tuk berapa lama;
tau perpanjangan Masa

aian pekerjaan akan melampaui

SPK.

25. KEADAAN KAHAR
a. Dalam hal terjadi kea ar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan te@ jadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dengan nt :
1) dalam wa ling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau sehx menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
2) men ukti Keadaan Kahar; dan
m kan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
bat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
b. Dgdlam Rgadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya
itentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi
la telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah
nya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan
Vang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

-YPERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan; atau

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak
disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak .
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Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan
Masa Pelaksanaan;

Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi;

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan
jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a.
b.

WV

g.

Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;

Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali s
peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tin
wanprestasi;

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
Penyedia;

Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas alender
setelah Pejabat Penandatangan Kontrak /Penyedia menyampaika ritahuan
rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pej ndatangan

Kontrak ;
Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah s maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyediagse engan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pe'@ andatangan Kontrak
dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia fla ada), serta Penyedia
menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejaldat Penandatangan Kontrak
dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pe tangan Kontrak ;
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Ki dang-Undang Hukum Perdata,
Pejabat Penandatangan Kontrak atau 1a melalui pemberitahuan tertulis
dapat melakukan pemutusan SPK apabilés
1) Pejabat Penandatangan Kontr,
kolusi, dan/atau nepotism
pengadaan yang diputuskan
2) pengaduan tentang pe
nepotisme dan/at

a® Penyedia terbukti melakukan korupsi,
utangan dan/atau pemalsuan dalam proses

angan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau

ggaran persaingan schat dalam pelaksanaan
Pengadaan Baran yatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3) Penyedia berada@ eadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

4) Penyedia terbukti @iKenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan
SPK;

5) Penyedi% emperbaiki kinerja ;

6) Peny, 1/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
m aiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
7) sarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan

mafypu menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
empatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
menyelesaikan pekerjaan;

setelah  diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;

9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia;

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua
puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan




- 46 -

Penyedia maka:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

Penyedia, maka:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak

terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme

dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka

Pejabat Penandatangan Kontrak  dikenakan sanksi berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas

Negara/Daerah;

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencai

Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Egj

Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN
a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakuk Pejabat

c.

NG

f.

Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan ke
2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemaj
telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandata
3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yan%

sil pekerjaan;
pekerjaan yang
rak ;
pasang;
aligus sesuai ketentuan

4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan
dalam SPK;
5) pembayaran harus memperhitungkan:
i. angsuran uang muka;
ii. denda dan/atau gantl rugi (apa
iii. pajak; dan/atau

Serah Terima Pertama Pekerja andatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak dan Penyedia;
Sebelum pembayaran dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk

menyerahkan kepada% as Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan

1v. ang retensi.
pembayaran terakhir hanya dﬂ% etelah pekerjaan selesai dan Berita Acara

terakhir yang jatu . Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil
penelitian tagihag ole ngawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP
untuk pemba agihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung se N an dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima
oleh Pen, erjaan;
Peja datangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengQ ermintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah
ngajtlkan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat
intah Membayar (PPSPM);

ila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
san untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
eminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
Pejabat Penandatangan Kontrak  dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi
kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI
a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain:

denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan;
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c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1%o (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum
PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang;

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam adendum SPK;

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari a
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksiﬁ

pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah
perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.
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CONTOH 2- KONTRAK LUMSUM

[kop surat satuan kerja PPK]

SATUAN KERJA :

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NAMA PEJABAT
PENANDATANGAN KONTRAK

Nama Do [nama PA/KPA/PPK]/
NIP Do, [NIP]
Jabatan D e [sesuai SK Pengangkatan/

Berkedudukan : ......... [alamat Satuan Kerjal
di

yang bertindak untuk dan atas nama”........ c.q. WQ
an

Satuan Kerja ....... berdasarkan Surat Keputusan §....
... [SK
1 oleh PPK
ya disebut

Nomor ....... tanggal ....... tentan
pengangkatan PA/KPA/PPK] [jika ditand,
ditambahkan surat tugas dari PA/KPA]

“Pejabat Penandatangan Kontrak ”, @

NAMA PENYEDIA

ama wakil Penyedial/
Jabatan : W W /sesuai akta notaris/
Berkedudukan di : 5 .lalamat Penyedial

Akta N ota ...... .[sesual akia notaris/
Nomor

Tanggal v .....[tanggal penerbitan aktal
Notaris % ..[nama notaris penerbift

Nama

a]da /

y indak untuk dan atas nama ............. [nama
Llszzha] selanjutnya disebut “Penyedia”.

WAKIL SAH P
PENANDATAN K

il Sah Pejabat Penandatangan Kontrak

Nama D e [diisi nama yang difunjuk

menjadi Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak /
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat
Penandatangan Kontrak ...... nomor
..... tanggal ....... /[diisi nomor dan
tanggal SK pengangkatan Wakil Sah
Pejabat Penandatangan Kontrak /

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

NOMOT & ittt

TANZZAL & v

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

NOMOT & i

Tanggal @ oo
SUMBER DANA: .......ccccocvininennn. [sebagai contoh, canfumkan dibebankan atas DIPA/DPA
............ Tahun Anggaran ....... unfuk mata anggaran kegiatan .........................../

MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN:
Mulai Kerja yang tercantum dal

......... (everrereervennene) hari kalender dihitung sejak Tanggal
am SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama

“Disesuaikan dengan nama K/L/PD
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Pekerjaan

MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN.: ........ GO ) hari kalender dihitung sejak Tanggal
Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan

JENIS KONTRAK: Lumsum

DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara
ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang
berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki
sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

c. Surat Penawaran;

d. Syarat-Syarat Umum SPK;

e. gambar-gambar ;

f.  spesifikasi teknis;

g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;

h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pel%an
Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Ko

HARGA KONTRAK

Harga Kontraktermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah selCs#mRD.............ccco...e.

(e rupiah) yang diperoleh berdasarkan total ha aran terkoreksi

aritmatik sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan asil negosiasi dan

koreksi aritmatik.

LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : 5

3.Dst.
[Catatan: diisi dengan kegiatan yang diambi
atau sub-output/

~-KL/RKA-D, isian diambil dari output

SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran untuk kontrak ini dilak@ikan k& Bank ..... rekening nomor : ............. atas nama
Penyedia : ................

Pembayaran prestasi peker@kukan dengan cara : ... [diisi dengan memilih
Termin/Sekaligus/

[untuk pembayaran @7 secara termin, maka dilakukan dengan ketentuan:

Termin  ke-1. %sar_% dari nilai  Konfrak unfuk penyelesaian  tahapan
pekerjaan/su utberupa

Termin -Z:  sebesar_% dari nilai Konfrak unfuk penyelesaian tahapan

output berupa

ke-3: sebesar % dari nilai Konfrak unfuk penyelesaian  fahapan
aan/suboutput berupa

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi
pekerjaan:

Dst
[diisi dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan pembayaran]

RN
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BESARAN UANG MUKA

[Apabila diberikan uang muka, maka uang muka paling tinggi sebesar 30% dari Harga
Pekerjaan/

Kontrak ini diberikan uang muka sebesar __ % ( perseratus) dari Harga Pekerjaan

[Apabila tidak diberikan uang mukal

Kontrak ini tidak diberikan uang muka

FASILITAS

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa :
[Untuk nilai kontrak < 50 Juta diisi:

1. Alat Pelindung Diri (APD);

2. Alat Pelindung Kerja (APK);

3. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
4. ...

5. (diisi tasilitas milik Pejabat Penandatangan Kontrak yang akan diberikan kepa Q
Penyedia untuk kelancaran pelaksanan pekerjaan ini (apabila ada))]

[Untuk nilai kontrak > 50 Juta diisi: Q
1. ;

(dusz tasilitas milik Pejabat Penandatangan Kom‘mk yang akan dib *vada Penyedia

Untuk dan atas nama ................... ma Penyedia
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini [tzzndd f ddn cap (jika salinan asii ini untuk
untuk Penyedia maka rekatkan meferai an kerja Pejabat Penandatangan
Rp10.000,~)] Wﬂkﬂ rekatkanmeterai Rp10.000,-)]
é [nama lengkap/
[nama lengkap/ [jabatan]
[jabatan]

O

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEK

Penyedia itunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yan@itentukan sesuai dengan keluaran, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang
terc m dalam SPK.

2. HU YANG BERLAKU
asahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik

onesia
¥ LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah

atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi
siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau

c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan
lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila
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berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;

e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti
melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;

f.  Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau
nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. HARGA KONTRAK
a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila
dipersyaratkan),  biaya overhead, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya
penerapan SMKK;
b. Harga Kontrak sesuai dengan keluaran (output) yang tercantum dalam Daftar
Keluaran dan Harga.

5. UANG MUKA
a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja ko t%
pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/at

persiapan teknis lain;

b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30. ica puluh
perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;

c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengaj rmohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat P gan Kontrak
disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk akan pekerjaan

sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;

d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK setelah Penyedia
menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit seb muka yang diterima,;

e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling k ejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka sampai dengan Tan al yerahan Pertama Pekerjaan
(Provisional Hand Over/PHO);

f. Pejabat Penandatangan Kontrak harus an Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) kepada Pejabat Penandatanganana Perintah Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Jaminan Uang Muka diterima;

2. Pengembalian uang muka iperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pe ba an prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan meRgapal prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PEN
a. Penyedia berhak me pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga dan keten telah ditetapkan dalam SPK;
b. Penyedia berh mta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari
Pejabat Pend an Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai

Peja nandatangan Kontrak ;
d. Pehyedidpberkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan
i_dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan
m SPK;
nyedla berkewajlban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

E\ kurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan- bahan,

ketentua ;
C. PenysQ kewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada

peralatan, angkutan ke/atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun
sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan
pekerjaan yang dirinci dalam SPK;

f. Penyedia berkewajiban memberlkan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak ;

g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka
memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun
masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan
baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;

h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat
Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
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a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

c. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan
jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;

d. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan
harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana
dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan

f.  Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap
dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan SPK ini
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil
Sah Pejabat Penandatangan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;

b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak diatur dalam at
Keputusan dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus disampaikan
Penyedia. ¢

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, gutan lain

yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaks K. Semua

pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau me akkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan erbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat chfran (merger) atau akibat
lainnya;

b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka iputuskan sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikgna nksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK
a. SPK ini berlaku efektif pada ta
dengan sampai dengan Tangga
Para Pihak yang terdapat dalam
b. Masa Pelaksanaan dihitung s&j
sampai dengan Tanggal

ponandatanganan oleh para pihak sampai

an Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban

sudah terpenuhi;

nggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK

an Pertama Pekerjaan;

c. Masa Pemeliharaan difa ejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai

dengan Tanggal Penfra Akhir Pekerjaan;

d. Paling lambat tuj hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum
pelaksanaan pdk an, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama dengan Penyedia,
unsur perand ; dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat

naan kontrak;

persiapa
e. Hasil ersiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Persi Pelaksanaan Kontrak;

f. Pafla tal®p awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas

jaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan

il terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap keluaran (oufpuf), Tenaga Kerja
nstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);

\ asil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka
harus dituangkan dalam adendum SPK;

h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.;

i.  Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak , maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang
dinyatakan dalam SPK;
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b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa
Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan
Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak ,
dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatangan Kontrak ,
maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi
dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat
adendum SPK;

c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka
Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat
Penandatangan Kontrak  harus memberikan peringatan secara tertulis atau
dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar
10% dari rencana;
c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show ca

meeting/SCM) sebagai berikut:

1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan me e%
peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelen a
Rapat Pembuktian (SCM) Tahap 1.

2)  Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawaaan dan

Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fSik§yang harus
dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji c% ama) yang
dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap .

3)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, ma Penandatangan
Kontrak  menerbitkan Surat Peringatan Kon is I dan harus
diselenggarakan SCM Tahap II yang memba menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Peny&@i am waktu tertentu (uji
cobakedua) yang dituangkan dalam Berita Aca Tahap II.

4)  Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedu aka Pejabat Penandatangan
Kontrak ~ menerbitkan Surat Perin% Kontrak Kritis II dan harus

diselenggarakan SCM Tahap III y. bahas dan menyepakati besaran
kemajuan fisik yang harus dicapai o yedia dalam waktu tertentu (uji coba
ketiga) yang dituangkan dalam BétitaVhcara SCM Tahap II1.

5)  Apabila Penyedia gagal pa a ketiga, maka Pejabat Penandatangan

Kontrak  menerbitkan ringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat
Penandatangan Kontra t melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak
dengan mengesampi Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata.
6)  Apabila uji cob N il, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
Kontrak dinyat@kanSkritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESE
a. Dalam hal X akan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa
Pelaksan b ir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa
Penyedi pu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
memQan esempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
b. Peimber kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat
dendum SPK yang didalamnya mengatur:
waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
\ emberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan dengan diikuti
pengenaan denda keterlambatan;
d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan
dilaksanakan dengan ketentuan:
1) tidak dapat melampaui Tahun Anggaran; dan
2)  paling lama sama dengan Masa Pelaksanaan awal.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja
konstruksi nya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran
dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
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Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak  beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat
Penandatangan Kontrak ) schubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan :
1)  kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga
kerja konstruksi;
2)  cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
3)  kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak ketiga.
Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir
Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan
perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajikdan
penanggungan dalam pasal ini;
Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang
dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan T al
Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh ia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan terseb, ekjadl akibat
tindakan atau kelalaian Penyedia

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

a.

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang mel@ pengawasan dan
a

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang i kan oleh penyedia.
Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontraﬁ‘ memerintahkan kepada

pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pe n atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
Pejabat Penandatangan Kontrak memberita
cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Pengnda
penyedia untuk menemukan dan me apkan cacat mutu, serta menguji
pekerjaan yang dianggap oleh Pejaba datangan Kontrak mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawabyate€ caeat mutu selama Masa Kontrak;

secara tertulis penyedia atas setiap
n Kontrak dapat memerintahkan

Terhadap pemberitahuan Ca tersebut, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki Cacat Mut m jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan;

Jika Penyedia tidak me Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan
maka Pejabat Penan Kontrak , berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan, berhak ecara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh Pejabat Pengudata®®@an Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera
setelah menerim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban
untuk men aya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat

memper: cHggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia
yang j mpo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan
atau tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
Pahyedigpkepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo;

Penandatangan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap
rlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada
nyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
angka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah
diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

3. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a.

Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan
volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan;

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan
dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;

Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan
sesuai dengan kebutuhan;

Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatangan
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Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan,;

e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas
Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak / pihak Pejabat
Penandatangan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

untuk serah terima pertama pekerjaan;

b. Pejabat Penandatangan Kontrak  memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;

d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/at
melengkapi kekurangan pekerjaan;

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentua %
tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatangan Kontrak  dan @e
menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;

f.  Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perse i Harga
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan rete ama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus @ dari Harga
Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemelih sar 5% (lima
persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKER]

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan sela emeliharaan sehingga
kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama '
b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;

c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Pe
tertulis kepada Pejabat Penandatangan Ko ra

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil peker
kewajibannya selama Masa Pemeliha dengan baik dan telah sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dala a Pejabat Penandatangan Kontrak dan
Penyedia menandatangani Berit rah Terima Akhir Pekerjaan;

e. Pejabat Penandatangan Kontrak jib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak
yang belum dibayar atau balikan Jaminan Pemeliharaan;

f. Apabila Penyedia tid sanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana
mestinya, maka SPK d utuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia dikena’ si sesuai ketentuan peraturan perundangan;

<. Setelah penand‘ anga Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat

mengajukan permintaan secara
uk penyerahan akhir pekerjaan;
enyedia telah melaksanakan semua

Penandatanga ak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN
a. SPKh at dlubah melalui adendum SPK;
b. Peru PK dapat dilaksanakan apabﬂa disetujui oleh para pihak, yang
di klb n beberapa hal berikut meliputi:
ubahan pekerjaan;
perubahan Harga Kontrak;
perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
\ 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK,
Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
pekerjaan, yang meliputi:
1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada
huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak ,
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Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan
pekerjaan sebagaimana Pasal 22.a angka 1 sampai angka 3;

Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara
tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan
adendum SPK;

Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Konftrak,
perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan
tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

a.

b.

C.

a.

Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau
Peristiwa Kompensasi;

Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan
dengan negosiasi;

Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa
Kompensasi;

Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:

1) perubahan pekerjaan;

2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau

3) Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejab ndatangan
Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal se 1crikut:

1) perubahan pekerjaan;

2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau

3) Keadaan Kahar.

Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang s
SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang dj
pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui anjangan Masa Pelaksanaan
atas SPK setelah melakukan penelitian terh sulan tertulis yang diajukan oleh
Penyedia dalam jangka waktu sesuai perti an yang wajar setelah Penyedia
meminta perpanjangan. Jika Penyedia la uk memberikan peringatan dini atas
keterlambatan atau tidak dapat bekerja untuk mencegah keterlambatan sesegera
mungkin, maka keterlambatan i tidak dapat dijadikan alasan untuk
memperpanjang Masa Pelaksan
Pejabat Penandatangan Konfrak S{berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan a knya perpanjangan dan untuk berapa lama;
Persetujuan perubaha 1 pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa
Pelaksanaan dituangka adendum SPK;

Jika terjadi PeristiwdfKotfipensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
Masa Pelaksan m Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa
Pelaksanaan arkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarkan angan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan
secara t . Berpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN Q

an waktu terhentinya
untuk menyelesaikan

SPK.
25. KEADAAX\QA
a. lam Wl terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia

W.

ritahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara
lis dengan ketentuan :
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau
seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan

3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang
terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.

Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya

yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi

apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya

kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang

terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
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2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi
dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;

5) Pejabat Penandatangan Kontrak  memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ; atau

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa
Pelaksanaan;

c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;

d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data
penunjang danperhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PeJa
Penandatangan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
Peristiwa Kompensasi;

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksa

Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mgfan

atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK @
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kaha
b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu membegi
peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain

wanprestasi;
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penand @ ontrak atau Penyedia;
d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya pat belas) hari kalender
setelah Pejabat Penandatangan Kontrak / Pen%edia nyampaikan pemberitahuan

(tiga) kali surat
lakukan tindakan

rencana Pemutusan SPK secara tertulis k Penyedia/Pejabat Penandatangan

Kontrak ;

e. Dalam hal dilakukan pemutusan SP salah satu pihak maka Pejabat
Penandatangan Kontrak membayar a Penyedia sesuai dengan pencapaian
prestasi pekerjaan yang telah g oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dikurangi denda yang harus Penyedia (apabila ada), serta Penyedia

menyerahkan semua hasil p laksalaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan
selanjutnya menjadi hak mj cjabat Penandatangan Kontrak ;
f. Mengesampingkan Pas an 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,
atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat

Pejabat Penandatang
melakukan pemutusfig SP§ apabila:
1)  Pejabat Peganda an Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi,

kolusi u nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
penga ¢ diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
2) afptentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau
e dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
adaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3 Petwedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;

enyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan

)  Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

7)  berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak , Penyedia tidak akan
mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

8)  setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari
kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan
pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;

10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama
Penyedia;

11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas
Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan
atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua

SPK;
\~ \ Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
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puluh delapan) hari kalender; atau

12) Pejabat Penandatangan Kontrak  tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan

Penyedia maka:

1)  Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);

2)  penyedia membayar denda (apabila ada); dan

3)  penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan

Penyedia, maka:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau
Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan; dan

2)  Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat

penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/at,

pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejgbat

Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan per

undangan;

Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetgrkan as

Negara/Daerah;

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang n Jaminan

Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/ pemeliharaat@a Pejabat

Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/ Dz%

28. PEMBAYARAN

a.

d.

N\&

Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepaliti ukan oleh Pejabat
1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai lapﬁ

ajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi ke an hasil pekerjaan yang telah

dicapai dan diterima oleh Pejabat Penan an Kontrak ;

3) pembayaran dilakukan terhadap pekegjaa ¢ sudah terpasang;

4) pembayaran dilakukan dengan siste in atau sekaligus sesuai ketentuan
dalam SPK;

5) pembayaran harus memperhi .
i.  angsuran uang muka;
ii. denda dan/atau ganti roigi (apabila ada);

ili. pajak; dan/atau
iv. uang retensi.
pembayaran terakhir ilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara
Serah Terima Perta eRerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dan Penyedia;
Sebelum pembdyaram terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
kepada Pen Pckerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh
tempo. P t Wenandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh
Penga erjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angs terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
dgkumeppenunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

ajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan
rat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah
embayar (PPSPM);
apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta
Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran
prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban
kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

a.

Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain:
denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda
keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;

Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat
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Penandatangan  Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang
ditimbulkan;

c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan
penyelesaian pekerjaan adalah 1%. (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum
PPN);

d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari
keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;

e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh
lembaga yang berwenang;

f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan
dalam adendum SPK;

g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , apabila
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya su
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisthan yang timbul d
berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksgffaan
pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musy, maka

perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitraseq
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BABX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/FPD]

Nomor : ) 20__
Lampiran :

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaw%

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar R
( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa @im Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat bel 1" kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penu ni yang disusun

berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan diken si sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan B a Pemerintah beserta

petunjuk teknisnya. 5
Satuan Kerja 6

Pejabat Penandatangan Kontrak v
[tanda tangan] . l 2

[nama lengkap]

[jabatan] \

NIP: Q

Tembusan Yth. :
1. 'L/PD]
2 /PD]




